BUPATI BUTON TENGAH
PROVINS:. SULAVIESI TENGGARA

PERATURAI! BUPAI BUTON TENGAH
NOMORF : 1{1; TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUK/N, SUSUNAIT ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUUHAN YANG MAHA ESA

BUPA'I'l BUTON TENGAH,

bahwa dalein rangica melaksanakan ketentuan pasal 4
Jeratuaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
’embentukin dan Susunan Perangkat Daerah
{abupaten Buton Tengah, maka dipandang periu
mnenetapkar: Keducdukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
“‘ransmigrasi;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

llomor 90 Tahur 2019 tentang Klasifikasi, Kedefikasi
can Nomer klatur Perencanaan Pembangunan dan
Feuangan Laeral;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
c¢imaksud »nada huruf a dan, huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
sarta Tata K=rja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Buton Tengah.

Undang-Undag Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
T:mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



BUPATI BUTON TENGAH
PROVIN:[ SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOE : 45 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHV/AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

a. bahwa dalem rengka melaksanakan ketentuan pasal 4

L.

Peratuaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupater. Butori Tengah, maka dipandang perlu
menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigre si;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan, huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata lKerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Buton Tengah.

Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan [emberan Negara Republik Indonesia Nomor
5234};



‘Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Nege -a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NYomor 5494);

3. Undang-Undarg Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pembentuxan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi Tergeara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan
Lembarar Negara Nomor 5563)

4. Undang-Urdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2C14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kaliiya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentanz Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik ‘ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'ahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Renublik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia "ahur 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Repuiblik [ndonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang ~lasifikesi, Kedefikasi dan Nomenklatur
Perencana:n Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN HUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TTUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
BUTON TENGAH
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peratur:zn ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;

2. Pemerintah Kebupaten adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah Kabupater: Buton Tengah;

Bupati adalah Bupjati Buton Tengah;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton Tengah;

5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabuapaten Buton Tengah;

6. Kepala Dirias adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigre si Kabupaten Buton Tengah;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas
vang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau keogiatan teknis penunjang tertentu lingkup
dinas;

8. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang
berisi fungs: dan -ugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang »Jerdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

w

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi diwadahi
dalam bentuk dinzs.

Fagian Kedua
Ncmenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peratu-an in° yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalai Kabupaten Buton Tengah;

2. Pemerintah Kebupaten adalah Bupati dan Perangkat

Daerah scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah Kabupaten Buton Tengah;

Bupati aclalah Bupati Buton Tengah,;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton Ter gah;

5. Dinas adclah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabuapaten Buton Tengah;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah;

7. Unit Pelcksana Teknis Daerah, yang selanjutnya
disingkat JPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas
yang melaksancekan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup
dinas;

8. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang
berisi furgsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

=

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan vidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi diwadahi
dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur »oerangkat Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 2 adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi



Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perengkat [Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dildasifikasikan atas tipe A
(2! Penentuan tipe Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil

pengukurean intensitas penyelenggaraan urusan
pemerinta an bidang Kenaga Kerja dan Transmigrasi
(3) penentuar intansitas penyelenggaraan urusan

pemerintal-an sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB III
KEL JDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Tenzga kerja dan Transmigrasi merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

(2) Dinas Teneaga kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bujati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
membantu buoati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewen: ngan dzerah dan tugas pembantuan di bidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, [inas Tenaga Kerja ~dan  Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaa  perumusan  kebijjakan tehnis bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi

b. pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan
pelayanan umum.

c. pelaksanaarr pembinaan terhadap UPTD dan kelompok
jabatan fun:sional.

d. pelaksanaan penege olaan urusan kesekretariatan dinas

e. penandatanganan Surat/Naskah Dinas sesuai tugas dan
kewenangarinya, dan
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penyusutan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja
Daerah.
Sekretaria~ dipimrpin oleh sekretaris yang berada di bawah
dan bertar ggunz jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.

@ o

pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
Ketatalaksainaart dan Hukum, serta pendidikan dan
pelatihan ;

pelaksana:n urusan keuangan, Perbendaharaan, dan
Penyusun:n anggaran ;

pengkoordinasian penyiapan bahan penyuluhan dan
bimbingan Tenaza Kerja dan Transmigrasi ;

pelaksana:n urusan umum, Persuratan, Perlengkapan
rumah tan zga, FHumas dan Protokol ;

pelaksana: n periyt sunan rencana dan program
pelaksana:n evaluasi dan pelaporan ;

pelaksana:zn fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretaria: terdiri ctas :

a. Sub BagianUmum dan Kepegawaian ;

b. Sub Bagian Ferencanaan dan Keuangan ;

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian1 Umuin dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan mengumpulkan bahan petunjuk teknis,
melaksankanan (rusan surat menyurat, dan arsip,
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, merumuskan
rancangan peratiran dan produk hukum daerah di bidang
tenaga kerja dan transmigrasi, melaksanakan urusan
kehumasan dan protokol, rumah tangga, serta urusan
pendidikan dan pelatihan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksana<an mengumpulkan bahan pedoman dan
petunjuk teknis, menyusun rencana dan program dinas,
melakukan penyusunan anggaran, dan melaksanakan
evaluasi serta penyusunan laporan, termasuk
melaksanalkan  pengelolaan  administrasi  keuangan,
perbendaharaan, mengelola perlengkapan serta sarana dan
prasarana,
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pengawas:n terhadap pemeliharaan kesehatan tenaga kerja
dan kesel: matan kerja, dan penetapan norma kerja serta
JAMSOSTEK

Bagian Keempat
Bidang Hubungan Industrial

Pasal 18

(1 Bidang HJubungan Industrial mempunyai tugas
melaksane kan pemnbinaan teknis penetapan, persyaratan
kerja dan jrerselisihan hubungan industrial.

(2) Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Bidang
yang beracda di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dirias.

Pasal 19

Delam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1), Bidang Hubungan  Industrial

menyelenggarekan fungzsi :

a. pelaksanalkan Sebagian tugas Dinas yang meliputi
bimbingan renaga lerja mandiri ;

b. Pelaksanaan Perab naan Organisasi Pekerja dan Pengusaha
(OPP);

c. Pelaksanaan Peranb naan Lembaga kerjasama (LKS) Bipartit
dan Tripar:it

d. Pelaksanaan Pernbinaan penyelesaian perselisihan,
pemutusart Hubungan Kerja (PHK);

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai den:an tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Bidang Hu-ungan Industrial terdiri atas :
a. Seksi K:lembagaan Hubungan Industrial ;
b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Hubungan Industrial ;

Pasal 21

(1) Seksi Kelerrbagaan Hubungan Industrial mempunyai tugas
Penyelengg:raan Pendataan dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(2) Seksi Penvelesaiart Perselisihan Hubungan Industrial
mempunya tugas menyelesaikan perselisihan pemutusan
hubungan kerja (PHK), Organisasi Pekerja dan Pengusaha
(OPP)
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Bagian Kelima
Bidzng Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pasal 22

(1) Bidang Pe yiapen Kawasan dan Pembangunan Pemukiman
Transmigrasi memounyai tugas melaksanakan  Penyiapan
lahan, secrana dan Prasarana, bangunan, koordinasi
penyelesaizan atas tanah, sertifikasi, penataan lingkungan
pemukiman, penyediaan areal, pengolahan dan penetapan.

(2) Bidang Peryiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman
Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertangzung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 =zvat (1), Bidang Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Peraukiman Transmigrasi menyelenggarakan

fungsi :

a. pengevalu:sian data usulan program, syarat dan
kelengkap:n usulan calon lokasi ;

b. pelaksana:n proses rekomendsi pencadangan areal
penempatan, pengukuran, batas keliling serta rancangan
kapling lolkasi;

c. pelaksanai:n dan pengkoordinasian rancangan tehnik
pemukimair:  Transmigrasi (RTUPT), Redesain serta
infentarisasi sisa hak pengolahan lahan;

d. pelaksanaan  periyediaan hak atas tanah lokasi
Transmigrasi;

e. penyediaan pelaksanaan sarana dan prasarana lingkungan
pemukiman dan bangunan fasilitas umum warga
Transmgrasi ;

f.  pengkoorc inasikar. pengarahan dan pengevaluasian
pelaksaan tugas dan fungsi kepala seksi di bidang
Ketransmigrasian

g. pelaksanaen fungs: lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengzan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Per:ncanaan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :
a. Seksi Penyiapan Kawasan;
b. Seksi Pemindahan dan Penempatan ;

(2) Seksi sebazaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang jerada cli bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi
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Pasal 25

Seksi Penyiapan Kawasan mempunyai tugas
mengump alkar. tahan petunjuk tehnik, menghimpun dan
mengevaluasi data usuan calon pemukiman transmigrasi
baru, me akukan penjajakan atau Pra indentifikasi calon
lokasi pemukimen transmigrasi baru serta melakukan
rekomenclasi dalam rangka pencadangaan areal oleh
Bupati/Gubernur .

Seksi Pemindahan dan Penempatan. mempunyai tugas
melakuke n perneraan dan pengukuran batas keliling dan
rancang kapling lokasi pemukiman, melaksanakan rencana
teknis pemukiman transmigrasi (RT/UPT) dan redesain
lokasi serta  melaksanakan inventarisasi sisa hak
pengolahan lahan (PHL)

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 26

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai
tugas mel:ksanakan pembinaan Transmigrasi yang meliputi
Melakukan Pengembangan Sarana prasarana transmigrasi
,Pembinaan Sumber Daya Manusia, usaha, ekonomi social
budaya, melakukan pembinaan kelembagaan serta
meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pihak
swasta.

Bidang Pengembarigan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh
Kepala B:ang yeng berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
menyelenggara kan fungsi :

a.

pelaksana:n kegiatan pengarahan dan penempatan
Transmigr=si, peayiapan peralatan, perbekalan, dan
pembagiarn sertifikat lahan (LU,LU1,LU2) serta penyelesaian
hak atas ti:nah;

pelaksana:n pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya
warga Transmigrasi ;

pelaksanaian penyerahan unit pemukiman Transmigrasi
(UPT) ;

pengkoordinasian Pengarahan, dan Pengevaluasian
pelaksanaan tugas dan fungsi kepala seksi di bidang
ketransmigrasian ;

pelaksanaan furigsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 28

Bidang P:ngembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :

a. Seksi Peagembangan Sarana dan Prasarana
Pemu <iman;

b. Seksi PFengembangan SDM, Sosial dan Budaya ;

Seksi sebagaimara tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yar 7 berade. di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bicang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 29

Seksi Pergembangan Sarana dan Prasarana Pemukiman
mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk tehnik
pemukim:n Tranmigrasi, penyiapan Sarana dan
Prasana/clan Eargunan fasilitas umum unit pemukiman
Transmig-asi.

(3) Seksi Pengembangan SDM, Sosial dan Budaya mempunyai

(2)

(3)

(4

tugas menyelerggarakan seleksi pendaftaran, penempatan
Transmigrasi, meandistribusikan peralatan/ perbekalan
Transmigrasi serta melaksanakan pembagian sertifikasi
lahan usalha dan penyelesaian atas tanah/lahan

Bagian Ketujuh
Unit. Pelaksana Teknis Daerah8

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana
teknis dinas secara operasional di lapangan.

Kepala Uriit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan
bertanggur g jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha
dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawalb kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah.

Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih larjut dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsulte sikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jab:tan Furigsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis cdinas sesuai bidang keahliannya.
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Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pesal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai lcelompok sesuai bidang keahliannya.

Kelompok Jabataa Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimp'n >leh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggl ng jawab kepada kepala dinas.

Jumlah abaten Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

Jenis Jabatan [funagsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatu- sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok -eraga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, irtezrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungean masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pz2merintah Kabupaten serta dengan instansi
lain dilu:r Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-1r asing.

Dalam meclaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi :lan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

Setiap  pemimpin  satuan  organisasi  dilingkungan
Pemerinte h Kabu»osaten wajib melaksanakan pengawasan
melekat.

Pasal 35

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masirig dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas. memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masir 3 dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
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peratura peruncangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala D'inas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Buton Teingah merupakan jabatan eselon Ilb.

(3) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Buton Tergah merupakan jabatan eselon Ill.a;

(4) Kepala Bidang lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Buton Tengah merupakan eselom II1.b;

(5) Kepala Sub Bagiean dan Kepala Seksi lingkup Dinas Tenaga
Kerja din  Trensmigrasi Kabupaten Buton Tengah
merupak:n jabatan eselon IVa.

(6) Pejabat Eselon Il dan IV dilingkungan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah.

(7) Formasi can persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten
ditetapkain dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang
ditetapkait oleh Pemerintah.

BAB.VII
PEMBIAYAAN

Pasal 40
(1) Segala bicya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dibebank:n pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.
(2) Dengan f(idak mempengaruhi  ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan

Transmig-asi dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB. VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41
Uraian tugas jabatan struktural dan non struktural Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur lebih lanjut dengan
peraturan buoati.
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BAB XI
PENUTUP

Pasal 45

Dengan berl:kunya peraturan ini, maka peraturan Bupati
Buton Tengal. Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati No.41 Tahun 2016, tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Trensmigrasi Kabupaten Buton Tengah yang
bertentangan dengan peraturann ini dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku
Pasal 46

Peraturan Bu»ati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundange 1 Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita aerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR :



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTENG
NOMOR :45 TAHUN 2020
TANGGAL : 2.8 -9 - 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN BUTON TENGAH
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